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Abstract  
 
This research explores crucial issues related to the fulfillment of health care rights for 
prisoners with a focus on analysis from the perspective of basic health care service 
standards. In correctional institutions, prisoners have the right guaranteed by law to 
receive proper health care. However, the reality on the ground often causes many 
problems that affect the fulfillment of this right. This study aims to reveal the extent to 
which basic health care service standards are realized in the context of prisoners and 
analyze the obstacles and challenges that hinder the fulfillment of their health care rights. 
The results of this study provide a deeper understanding of how the fulfillment of health 
care rights for prisoners can be improved through increased implementation of basic 
health care service standards. This research has the potential to become a source of 
reference for policy makers, health practitioners, and parties concerned with human 
rights in an effort to improve the quality of health services for prisoners in correctional 
institutions. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini mendalami isu krusial terkait pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi 
narapidana dengan fokus pada analisis dari perspektif standar pelayanan dasar 
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perawatan kesehatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang 
dijamin oleh undang-undang untuk menerima perawatan kesehatan yang layak. Namun, 
realitas di lapangan seringkali menimbulkan banyak permasalahan yang memengaruhi 
pemenuhan hak ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana standar 
pelayanan dasar perawatan kesehatan terwujud dalam konteks narapidana dan 
menganalisis hambatan serta tantangan yang menghambat pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan mereka. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam 
tentang bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat 
ditingkatkan melalui peningkatan implementasi standar pelayanan dasar perawatan 
kesehatan. Penelitian ini berpotensi menjadi sumber rujukan bagi pembuat kebijakan, 
praktisi kesehatan, dan pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana di lingkungan lembaga 
pemasyarakatan. 
 
Kata kunci : 
Kesehatan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 
 

Pendahuluan 
Pelayanan kesehatan merupakan 

salah satu hak asasi manusia yang 
mendasar dan esensial. Hak ini harus 
dinikmati oleh semua individu tanpa 
pandang bulu, termasuk mereka yang 
telah dipenjara, atau lebih tepatnya, 
narapidana. Sistem peradilan pidana di 
berbagai negara memerlukan narapidana 
untuk menjalani hukuman penjara 
sebagai bentuk sanksi atas tindakan 
kriminal yang mereka lakukan. Namun, 
dalam konteks pemenjaraan, sering kali 
terjadi kesenjangan yang signifikan dalam 
pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak 
pelayanan kesehatan narapidana. 
Pelayanan kesehatan yang layak dan adil 
adalah hak asasi manusia yang mendasar, 
termasuk bagi narapidana (Afrizal & Rizki 
Noor, 2023). Standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan di dalam lembaga 
pemasyarakatan adalah kerangka kerja 
yang harus dipatuhi untuk memastikan 
bahwa hak-hak kesehatan mereka 
terpenuhi.  Standar pelayanan ini 
mencakup berbagai aspek yang bersifat 
krusial untuk pemenuhan hak kesehatan 
narapidana. Dalam konteks standar 
pelayanan dasar, harus ada akses yang 

setara terhadap layanan medis dasar. Ini 
termasuk pemeriksaan rutin, perawatan 
akut, dan penanganan kondisi kronis. 
Narapidana harus dapat mengakses 
perawatan medis ketika dibutuhkan, 
tanpa diskriminasi. Obat-obatan yang 
diperlukan harus tersedia dan dikelola 
dengan benar. Banyak narapidana 
mungkin memiliki kondisi medis yang 
memerlukan obat-obatan tertentu, dan 
ini harus diberikan sesuai dengan resep 
medis yang sah. Tenaga medis dan 
keperawatan yang bekerja di lembaga 
pemasyarakatan harus memiliki pelatihan 
yang memadai. Mereka harus memahami 
kebutuhan kesehatan unik narapidana, 
termasuk masalah kesehatan mental yang 
sering terjadi di lingkungan penjara. 
Perawatan kesehatan harus bersifat 
preventif, dengan pendekatan yang 
berfokus pada kesehatan masyarakat. Ini 
berarti langkah-langkah harus diambil 
untuk mencegah penyebaran penyakit 
menular di dalam lembaga 
pemasyarakatan dan mempromosikan 
perilaku sehat di antara narapidana 
(Fibiyanto & Subroto, 2021). 

Pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana menjadi sebuah isu 
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krusial yang menuntut perhatian dan 
kajian mendalam di berbagai negara. 
Dalam konteks ini, narapidana adalah 
warga negara yang telah kehilangan 
kebebasan fisiknya sebagai akibat dari 
tindak pidana yang mereka lakukan, dan 
oleh karena itu, mereka tetap memiliki 
hak-hak asasi manusia, termasuk hak 
untuk menerima pelayanan kesehatan 
yang sesuai. Namun, pelaksanaan hak ini 
sering kali menjadi permasalahan yang 
rumit di banyak lembaga pemasyarakatan 
(Meileni et al., 2023). Artikel ini bertujuan 
untuk mengkaji pemenuhan hak 
pelayanan kesehatan narapidana dengan 
fokus pada perspektif standar pelayanan 
dasar perawatan kesehatan. Pelayanan 
kesehatan di dalam lembaga 
pemasyarakatan tidak hanya berkaitan 
dengan hak asasi manusia, tetapi juga 
memiliki dampak yang signifikan pada 
kesejahteraan narapidana dan 
masyarakat secara keseluruhan. Dalam 
pandangan hak asasi manusia, narapidana 
tetap memiliki hak untuk mendapatkan 
akses ke pelayanan kesehatan yang 
memadai. Standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan adalah pedoman 
yang mengatur penyediaan pelayanan 
kesehatan di berbagai konteks, termasuk 
lembaga pemasyarakatan. Standar ini 
mencakup aspek-aspek penting seperti 
akses terhadap perawatan medis, 
pemantauan kondisi kesehatan, 
pengobatan yang tepat, dan perawatan 
yang layak. Kemampuan sistem 
perawatan kesehatan di lembaga 
pemasyarakatan untuk memenuhi 
standar pelayanan dasar ini sering 
menjadi pertanyaan besar. Adanya 
batasan sumber daya, infrastruktur yang 
kurang memadai, dan kendala-kendala 
lainnya seringkali menghambat 
penyediaan pelayanan kesehatan yang 
sesuai. Di sisi lain, terdapat tantangan 
tambahan yang timbul dari populasi 

narapidana yang beragam, termasuk 
berbagai masalah kesehatan fisik dan 
mental yang memerlukan perawatan 
khusus. Selain itu, peran tenaga medis dan 
keperawatan dalam lembaga 
pemasyarakatan juga memiliki peran yang 
krusial. Mereka tidak hanya bertanggung 
jawab untuk memberikan perawatan 
medis, tetapi juga berperan sebagai 
pengawas kesehatan narapidana, 
pendidik kesehatan, dan penjembatan 
komunikasi antara narapidana dan sistem 
perawatan kesehatan. Oleh karena itu, 
pelatihan dan kompetensi para tenaga 
medis dan keperawatan perlu 
diperhatikan untuk memastikan bahwa 
pelayanan kesehatan di dalam lembaga 
pemasyarakatan memenuhi standar yang 
diperlukan. Lebih dari sekadar isu 
kesehatan, pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana juga berkaitan 
dengan kerangka hukum dan hak asasi 
manusia yang mengatur hak-hak 
narapidana. Dalam artikel ini, kami akan 
mengeksplorasi kerangka hukum dan 
konvensi internasional yang relevan yang 
harus diikuti dalam penyediaan pelayanan 
kesehatan di lembaga pemasyarakatan. 
Kami akan mengevaluasi sejauh mana 
sistem perawatan kesehatan saat ini 
mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak 
asasi manusia, serta implikasinya 
terhadap pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana. Pelayanan 
kesehatan merupakan salah satu hak asasi 
manusia yang mendasar dan esensial. Hak 
ini harus dinikmati oleh semua individu 
tanpa pandang bulu, termasuk mereka 
yang telah dipenjara, atau lebih tepatnya, 
narapidana. Sistem peradilan pidana di 
berbagai negara memerlukan narapidana 
untuk menjalani hukuman penjara 
sebagai bentuk sanksi atas tindakan 
kriminal yang mereka lakukan. Namun, 
dalam konteks pemenjaraan, sering kali 
terjadi kesenjangan yang signifikan dalam 
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pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak 
pelayanan kesehatan narapidana. 

Melalui pemahaman yang 
mendalam tentang pemenuhan hak 
pelayanan kesehatan narapidana dalam 
konteks standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan, kita dapat 
mengeksplorasi cara-cara meningkatkan 
sistem pelayanan kesehatan di lembaga 
pemasyarakatan serta memastikan bahwa 
narapidana menerima perawatan 
kesehatan yang sesuai dengan hak asasi 
manusia yang mereka miliki, sekaligus 
berkontribusi pada rehabilitasi dan 
reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.. 
Dengan menguraikan isu-isu tersebut, 
artikel ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman yang lebih mendalam 
tentang tantangan dan peluang dalam 
memenuhi hak pelayanan kesehatan 
narapidana, serta mengidentifikasi upaya-
upaya yang dapat ditempuh untuk 
meningkatkan standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan di lembaga 
pemasyarakatan. Pemahaman dan 
tindakan yang tepat dalam hal ini memiliki 
potensi untuk memberikan dampak 
positif yang luas, baik dalam hal 
pemulihan narapidana, pengurangan 
risiko penyakit, maupun perbaikan sistem 
peradilan pidana secara keseluruhan. 

 
Metode 

Metode penelitian kualitatif 
adalah pendekatan yang digunakan untuk 
memahami dan menjelaskan fenomena 
sosial, termasuk isu-isu yang terkait 
dengan pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana dari perspektif 
standar pelayanan dasar perawatan 
kesehatan. Metode penelitian kualitatif 
dapat digunakan dalam penelitian ini 
untuk menggali berbagai dimensi dan 
kompleksitas permasalahan ini dengan 
lebih mendalam. Penelitian kualitatif 
dalam konteks artikel ini dapat dimulai 

dengan analisis studi pustaka yang 
komprehensif. Peneliti akan 
mengumpulkan, meninjau, dan 
menganalisis berbagai sumber informasi 
terkait, termasuk literatur ilmiah, laporan 
riset, kebijakan pemerintah, serta 
pandangan dan pengalaman para 
narapidana. Selanjutnya, peneliti akan 
menggunakan berbagai teknik 
pengumpulan data kualitatif, seperti 
wawancara mendalam, observasi, dan 
analisis dokumen. Wawancara mendalam 
dengan narapidana dan petugas 
kesehatan di lembaga pemasyarakatan 
dapat memberikan wawasan yang 
berharga tentang pengalaman mereka 
terkait dengan akses ke layanan 
kesehatan, hambatan yang dihadapi, dan 
persepsi mereka tentang standar 
pelayanan dasar. Observasi di lapangan 
juga dapat membantu dalam pemahaman 
konteks praktik perawatan kesehatan di 
dalam lembaga pemasyarakatan. Selama 
proses penelitian, data kualitatif yang 
terkumpul akan dianalisis secara tematis. 
Ini melibatkan pengelompokkan data ke 
dalam tema-tema atau kategori yang 
muncul selama analisis. Dalam konteks 
artikel ini, tema-tema tersebut mungkin 
mencakup isu-isu seperti akses terbatas, 
kualitas pelayanan, stigma, dan faktor-
faktor yang memengaruhi pemenuhan 
hak pelayanan kesehatan narapidana. 
Selain itu, pendekatan kualitatif juga 
memungkinkan peneliti untuk memahami 
konteks sosial, budaya, dan kebijakan 
yang memengaruhi pemenuhan hak 
pelayanan kesehatan narapidana. Analisis 
data akan membantu mengidentifikasi 
pola-pola dan hubungan-hubungan yang 
relevan, dan menghasilkan temuan-
temuan yang mendukung pembahasan 
dalam artikel. Akhirnya, metode 
penelitian kualitatif dalam artikel ini akan 
menghasilkan pemahaman yang 
mendalam dan nuansakan mengenai 
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bagaimana pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana dihubungkan 
dengan standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan. Dengan 
pendekatan ini, artikel dapat memberikan 
kontribusi yang berharga dalam 
menjelaskan dan memahami isu-isu 
penting dalam konteks perawatan 
kesehatan di lembaga pemasyarakatan 
dan upaya untuk meningkatkan 
pemenuhan hak narapidana dalam aspek 
kesehatan mereka. 
 
Hasil 
Standar Pelayanan Dasar di Lembaga 
Pemasyarakatan 

Standar pelayanan dasar 
merupakan landasan kualitas yang harus 
dipenuhi dalam setiap lembaga 
pemasyarakatan untuk memastikan 
narapidana mendapatkan akses yang 
layak ke layanan kesehatan. Ini mencakup 
berbagai aspek yang melibatkan 
infrastruktur, personel, peralatan medis, 
dan peraturan yang mengatur pelayanan 
kesehatan di penjara. Standar pelayanan 
dasar mencakup aspek penting seperti 
akses ke fasilitas perawatan kesehatan 
yang sesuai. Hal ini termasuk keberadaan 
unit perawatan medis di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dilengkapi dengan 
peralatan dasar untuk penanganan kasus-
kasus medis yang mungkin timbul di 
antara narapidana. Selain itu, standar ini 
juga mencakup ketersediaan obat-obatan 
dasar dan perawatan medis rutin yang 
dibutuhkan oleh narapidana. Ini 
mencakup pemberian obat-obatan yang 
telah diresepkan oleh tenaga medis untuk 
penyakit kronis atau kebutuhan medis 
lainnya. Selain fasilitas dan obat-obatan, 
standar pelayanan dasar juga harus 
mencakup peran serta petugas medis dan 
paramedis yang berkualitas. Tenaga 
medis yang bertugas di lembaga 
pemasyarakatan harus memiliki kualifikasi 

yang memadai dan pelatihan yang 
relevan. Mereka juga harus mampu 
memberikan perawatan yang layak 
kepada narapidana sesuai dengan 
kebutuhan medis masing-masing. Selain 
itu, mereka juga harus dapat mendeteksi 
dan menangani situasi darurat yang 
terkait dengan kesehatan dengan cepat 
dan efisien. Selain itu, peraturan dan 
kebijakan yang mengatur pelayanan 
kesehatan di lembaga pemasyarakatan 
juga merupakan bagian dari standar 
pelayanan dasar. Kejelasan dalam 
peraturan dan kebijakan ini sangat 
penting untuk memastikan bahwa hak-
hak narapidana untuk pelayanan 
kesehatan dipenuhi dan dipertahankan. 
Hal ini mencakup prosedur pengiriman 
narapidana ke fasilitas perawatan medis, 
pemantauan kesehatan rutin, dan 
kebijakan pengendalian infeksi dalam 
lingkungan penjara. Pemahaman dan 
implementasi yang baik terhadap standar 
pelayanan dasar ini akan membantu 
menciptakan lingkungan yang lebih aman 
dan sehat bagi narapidana. Lebih dari itu, 
hal ini juga mencerminkan komitmen 
lembaga pemasyarakatan dan pihak 
berwenang untuk menjalankan sistem 
peradilan yang adil dan menghormati hak 
asasi manusia, termasuk hak pelayanan 
kesehatan yang setara bagi narapidana. 
Oleh karena itu, penting untuk terus 
memantau dan mengevaluasi apakah 
standar pelayanan dasar ini telah 
terpenuhi secara efektif di seluruh 
lembaga pemasyarakatan sebagai langkah 
penting dalam memastikan pemenuhan 
hak pelayanan kesehatan narapidana 
(Herliansyah, 2020). 

Standar Pelayanan Dasar di 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan 
elemen kunci dalam memahami 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
bagi narapidana. Untuk membahas aspek 
ini dengan lebih rinci, kita perlu 
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mempertimbangkan bahwa setiap 
individu, termasuk narapidana, memiliki 
hak dasar untuk mendapatkan perawatan 
kesehatan yang layak. Di dalam konteks 
lembaga pemasyarakatan, ini berarti 
menetapkan standar pelayanan dasar 
yang harus terpenuhi untuk memastikan 
kesehatan narapidana tetap terjaga.  
Standar Pelayanan Dasar ini mencakup 
akses narapidana ke layanan medis dasar, 
seperti pemeriksaan kesehatan rutin, 
penanganan cedera, dan perawatan 
penyakit akut. Hal ini penting karena 
banyak narapidana dapat menghadapi 
risiko kesehatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan populasi umum. 
Dengan demikian, mereka harus memiliki 
akses yang konsisten dan tepat waktu ke 
layanan medis yang memadai. Standar 
Pelayanan Dasar mencakup akses yang 
sama ke obat-obatan yang diperlukan. Ini 
termasuk obat-obatan yang digunakan 
untuk mengelola kondisi kronis atau 
mengatasi masalah kesehatan mental. 
Beberapa narapidana mungkin 
membutuhkan obat-obatan untuk 
menjaga kesehatan mereka, dan hak 
mereka untuk mendapatkannya harus 
dihormati. Standar ini juga harus 
mencakup akses ke fasilitas perawatan 
kesehatan yang sesuai. Lembaga 
pemasyarakatan harus memiliki fasilitas 
yang memadai untuk memberikan 
perawatan medis dasar dan mendukung 
pemeriksaan kesehatan berkala. Selain 
itu, staf medis yang berkualitas harus 
tersedia untuk memberikan perawatan 
yang diperlukan. Standar Pelayanan Dasar 
harus mencakup kebijakan dan prosedur 
yang jelas untuk menangani situasi 
darurat kesehatan. Ketika narapidana 
menghadapi keadaan gawat seperti 
serangan jantung atau kecelakaan, sistem 
perawatan kesehatan di lembaga 
pemasyarakatan harus memiliki rencana 
darurat yang dapat dilaksanakan dengan 

cepat untuk menyelamatkan nyawa 
mereka. Penting juga untuk mencakup 
prinsip-prinsip kesehatan masyarakat 
seperti vaksinasi dan tindakan 
pencegahan penularan penyakit. 
Mengingat bahwa narapidana tinggal 
dalam lingkungan yang padat, 
pencegahan penularan penyakit seperti 
tuberkulosis atau infeksi menular lainnya 
menjadi sangat penting. Dalam rangka 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana, Standar Pelayanan Dasar ini 
tidak hanya tentang memberikan 
pelayanan medis yang diperlukan, tetapi 
juga tentang menghormati martabat dan 
hak asasi manusia narapidana. Dengan 
menetapkan dan mematuhi standar 
pelayanan dasar yang sesuai, sistem 
perawatan kesehatan di lembaga 
pemasyarakatan dapat memastikan 
bahwa narapidana menerima perawatan 
kesehatan yang layak dan mendukung 
pemulihan mereka, sambil tetap menjaga 
keamanan dan keamanan di dalam 
lembaga pemasyarakatan (Saputra, 2021). 
 
Tantangan dalam Memenuhi Hak 
Pelayanan Kesehatan Narapidana  

Dalam upaya untuk memastikan 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana di dalam lembaga 
pemasyarakatan, ada sejumlah tantangan 
yang perlu diatasi. Pertama-tama, perlu 
diperhatikan bahwa lingkungan penjara 
seringkali memiliki sumber daya terbatas, 
termasuk ruang, tenaga medis, dan 
peralatan medis. Hal ini menjadi salah 
satu tantangan utama dalam 
menyediakan pelayanan kesehatan yang 
memadai. Terbatasnya anggaran dan 
fasilitas medis dapat menghambat akses 
narapidana ke perawatan yang sesuai, 
terutama dalam kasus-kasus yang 
memerlukan perawatan jangka panjang 
atau perawatan khusus yang tidak 
tersedia di dalam penjara. Tantangan 
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lainnya adalah peraturan dan kebijakan 
internal di lembaga pemasyarakatan yang 
mungkin menjadi hambatan dalam 
memberikan pelayanan kesehatan yang 
efektif. Misalnya, aturan ketat terkait 
pengawasan atau pembatasan gerak 
narapidana dapat membuat sulit bagi 
mereka untuk mendapatkan perawatan 
medis tepat waktu. Ini juga dapat 
mempengaruhi kemampuan tenaga 
medis untuk memberikan perawatan 
dengan kebijakan yang lebih fleksibel. 
Selain itu, permasalahan terkait dengan 
transportasi dan keamanan juga 
merupakan tantangan yang signifikan. 
Narapidana yang perlu dirujuk ke fasilitas 
medis di luar lembaga pemasyarakatan 
mungkin dihadapkan pada masalah 
transportasi yang rumit, dan perlu ada 
protokol keamanan yang ketat untuk 
memastikan tidak ada risiko pelarian atau 
gangguan dalam proses perawatan medis 
di luar penjara. Aspek lain yang perlu 
diperhatikan adalah stigma terkait dengan 
kesehatan narapidana. Stigma ini bisa 
memengaruhi sikap dan perilaku tenaga 
medis, bahkan mungkin menghambat 
upaya pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana. Penting untuk 
mengatasi stigma ini melalui pelatihan 
dan pendidikan bagi tenaga medis dan 
staf penjara tentang pentingnya 
memberikan perawatan kesehatan yang 
adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, 
koordinasi antara lembaga 
pemasyarakatan dan layanan kesehatan 
luar penjara adalah kunci dalam 
mengatasi tantangan ini. Sistem yang 
efektif memerlukan kerjasama yang kuat 
antara berbagai pihak terkait, termasuk 
petugas penjara, petugas medis, dan 
pihak berwenang di bidang kesehatan. 
Dalam mengatasi tantangan-tantangan 
ini, diperlukan pemahaman mendalam 
tentang hak asasi manusia narapidana dan 
komitmen untuk memastikan bahwa 

mereka menerima perawatan kesehatan 
yang sesuai. Hanya dengan mengatasi 
tantangan-tantangan ini, pemenuhan hak 
pelayanan kesehatan narapidana dapat 
menjadi kenyataan di dalam lingkungan 
pemasyarakatan (Biaggy & Wibowo, 
2020). 
 
Hasil Tinjauan Standar Pelayanan Dasar 
Perawatan Kesehatan 

Standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan mencakup sejumlah 
aspek kunci yang mencerminkan kualitas 
pelayanan kesehatan yang harus tersedia 
bagi narapidana. Dalam konteks ini, 
standar pelayanan dasar menjadi 
kerangka kerja yang menggambarkan hak 
asasi manusia dan kualitas hidup 
narapidana. Standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan melibatkan akses 
yang setara dan tidak diskriminatif 
terhadap pelayanan medis. Ini berarti 
bahwa semua narapidana harus dapat 
mengakses perawatan kesehatan tanpa 
adanya diskriminasi berdasarkan jenis 
kelamin, usia, ras, agama, atau kondisi 
medis tertentu. Standar ini menekankan 
pentingnya mendekati pelayanan 
kesehatan dengan prinsip-prinsip keadilan 
dan kesetaraan. Standar ini mencakup 
aspek ketersediaan perawatan yang 
mencukupi. Ini berarti bahwa lembaga 
pemasyarakatan harus memastikan 
bahwa fasilitas dan sumber daya yang 
diperlukan untuk memberikan pelayanan 
kesehatan yang memadai tersedia. 
Termasuk di dalamnya adalah peralatan 
medis, obat-obatan, dan personel medis 
yang terlatih dengan baik. Ketersediaan 
ini harus memenuhi kebutuhan dasar dan 
mendesak narapidana, termasuk 
pencegahan, perawatan penyakit, dan 
intervensi medis mendesak. Selanjutnya, 
standar pelayanan dasar juga 
memperhatikan mutu perawatan. Ini 
mencakup pemantauan dan evaluasi rutin 
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terhadap pelayanan kesehatan yang 
diberikan, serta kualitas peralatan dan 
obat-obatan yang digunakan. Perawatan 
kesehatan yang berkualitas merupakan 
hak fundamental narapidana, dan 
lembaga pemasyarakatan memiliki 
tanggung jawab untuk memastikan bahwa 
perawatan ini memenuhi standar medis 
yang berlaku. Standar ini menyoroti 
pentingnya pengaksesan informasi dan 
edukasi terkait kesehatan bagi 
narapidana. Hal ini dapat mencakup 
penyediaan informasi kesehatan yang 
mudah dimengerti, serta program-
program edukasi yang dirancang untuk 
meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman narapidana tentang 
kesehatan mereka sendiri. Ini membantu 
narapidana mengambil keputusan yang 
lebih baik terkait perawatan kesehatan 
mereka dan mendorong kemandirian 
dalam merawat kesehatan mereka 
(Amabel & Subroto, 2022). 

Pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana dalam konteks 
standar pelayanan dasar perawatan 
kesehatan merupakan aspek penting 
dalam sistem peradilan pidana yang 
bermuara pada hak asasi manusia. Secara 
umum, standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan yang berlaku untuk 
narapidana mencakup beberapa 
komponen utama yang harus dihadapi 
dan diatur dengan cermat di dalam 
lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan 
hak pelayanan kesehatan narapidana 
yang sesuai dengan standar pelayanan 
dasar perawatan kesehatan berfokus 
pada beberapa aspek krusial berikut ini. 
Akses yang setara terhadap pelayanan 
kesehatan adalah poin kunci dalam 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana. Standar pelayanan dasar 
mengharuskan adanya akses yang sama 
baik bagi narapidana maupun masyarakat 
bebas (STANDAR PELAYANAN DASAR 

PERAWATAN KESEHATAN, 2015). Hal ini 
mencakup akses ke layanan medis 
pencegahan, pengobatan, dan perawatan 
jangka panjang. Dalam konteks lembaga 
pemasyarakatan, fasilitas perawatan 
kesehatan, dokter, perawat, serta 
penyedia layanan kesehatan lainnya harus 
tersedia secara memadai untuk 
memastikan narapidana dapat 
mendapatkan perawatan yang diperlukan 
sesuai dengan kebutuhan medis mereka. 
Pemantauan kesehatan yang berkala dan 
prakondisi merupakan langkah proaktif 
dalam pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana. Standar pelayanan 
dasar ini menekankan pentingnya 
pemeriksaan kesehatan rutin, identifikasi 
penyakit menular, serta manajemen 
penyakit kronis yang seringkali lebih 
umum di antara populasi narapidana. 
Dengan adanya pemantauan yang cermat, 
penyakit dapat dideteksi lebih awal dan 
diatasi sebelum menjadi lebih parah, yang 
pada gilirannya dapat mengurangi beban 
sistem perawatan kesehatan penjara dan 
melindungi hak pelayanan kesehatan 
narapidana. Obat-obatan dan perawatan 
yang sesuai merupakan inti dari 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana. Narapidana yang 
membutuhkan obat-obatan tertentu atau 
perawatan medis harus mendapatkannya 
tanpa diskriminasi. Standar pelayanan 
dasar perawatan kesehatan menegaskan 
perlunya menyediakan obat-obatan 
esensial, peralatan medis, dan perawatan 
yang memadai untuk narapidana. Ini juga 
mencakup aspek psikis dan mental, yang 
sering kali terabaikan, dengan 
menawarkan layanan psikologis dan 
psikiatri yang sesuai. Edukasi dan 
pencegahan merupakan elemen penting 
dalam pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana. Standar pelayanan 
dasar perawatan kesehatan mencakup 
upaya untuk memberikan pengetahuan 
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kepada narapidana tentang pentingnya 
kesehatan, perilaku sehat, dan 
pencegahan penyakit. Ini dapat mencakup 
program pendidikan kesehatan, pelatihan 
tentang penanganan penyakit menular, 
serta program kesehatan masyarakat 
yang dapat membantu menjaga 
kesehatan narapidana dan mengurangi 
risiko penyakit di dalam lembaga 
pemasyarakatan. Dalam keseluruhan 
konteks pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana sesuai dengan 
standar pelayanan dasar perawatan 
kesehatan, perlu memastikan bahwa hak 
asasi manusia, keadilan, dan perawatan 
medis yang bermutu menjadi prioritas 
utama. Mematuhi standar ini adalah 
langkah kunci dalam memastikan bahwa 
narapidana mendapatkan perawatan 
kesehatan yang pantas, yang pada 
gilirannya dapat mendukung rehabilitasi 
dan meminimalkan risiko penyebaran 
penyakit di dalam lembaga 
pemasyarakatan (Suryadi & Anwar, 2022). 
 
Pembahasan 

Implementasi pemenuhan hak 
pelayanan kesehatan narapidana di 
Indonesia dalam kaitannya dengan 
standar pelayanan dasar perawatan 
kesehatan adalah isu yang sangat relevan 
dan memiliki sejumlah aspek krusial yang 
perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, 
penting untuk mencermati beberapa 
aspek implementasi yang menjadi fokus 
perbincangan dan evaluasi. Implementasi 
standar pelayanan dasar perawatan 
kesehatan bagi narapidana di Indonesia 
menghadapi tantangan besar dalam hal 
sumber daya. Lembaga pemasyarakatan 
sering kali mengalami masalah serius 
terkait kelebihan kapasitas dan kurangnya 
anggaran yang cukup untuk memberikan 
perawatan kesehatan yang memadai. Hal 
ini mengakibatkan kepadatan narapidana 
yang tinggi dan perawatan yang terbatas, 

yang mempengaruhi ketersediaan 
layanan medis. Upaya untuk memastikan 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
harus mengatasi hambatan-hambatan ini 
(Siregar & Subroto, 2021). Terdapat 
kendala dalam mengintegrasikan layanan 
kesehatan dalam sistem pemasyarakatan. 
Sistem penegakan hukum dan sistem 
kesehatan terkadang bekerja secara 
terpisah, yang dapat menghambat akses 
narapidana ke perawatan kesehatan yang 
berkualitas. Diperlukan upaya kolaborasi 
yang lebih erat antara departemen 
kesehatan dan lembaga pemasyarakatan 
untuk mengintegrasikan layanan 
kesehatan dengan baik dan memastikan 
bahwa narapidana mendapatkan 
perawatan yang sesuai. Pelatihan dan 
kompetensi tenaga medis dan 
keperawatan di dalam lembaga 
pemasyarakatan menjadi aspek penting 
dalam implementasi standar pelayanan 
dasar perawatan kesehatan. Tenaga 
medis dan perawat yang bekerja dengan 
narapidana harus memiliki pemahaman 
yang baik tentang kebutuhan khusus 
mereka. Pelatihan yang tepat dan 
kebijakan yang mendukung peran mereka 
dalam sistem perawatan kesehatan 
narapidana sangat penting untuk 
memastikan perawatan yang layak dan 
profesional. Aspek hukum dan hak asasi 
manusia juga perlu diperhatikan dalam 
konteks pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana. Keterlibatan 
narapidana dalam sistem peradilan 
pidana tidak boleh mengurangi hak 
mereka untuk menerima perawatan 
kesehatan yang sesuai. Oleh karena itu, 
perlu ada pengawasan yang ketat dan 
pemantauan untuk memastikan bahwa 
hak-hak tersebut dihormati dan 
diperlakukan dengan adil. Dalam rangka 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana sesuai dengan standar 
pelayanan dasar perawatan kesehatan, 
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perlu ada perubahan signifikan dalam 
pendekatan dan praktek yang ada. 
Dibutuhkan komitmen kuat dari 
pemerintah, sistem peradilan, dan sistem 
kesehatan untuk memastikan bahwa 
narapidana menerima perawatan 
kesehatan yang berkualitas, sesuai 
dengan standar internasional, tanpa 
diskriminasi, dan dengan memperhatikan 
hak asasi manusia mereka (Qotrunada & 
Wibowo, 2022).  

 
Kesimpulan 

Kesimpulan dari artikel 
"Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan 
Narapidana Di Tinjau Dari Standar 
Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan" 
adalah bahwa pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana merupakan suatu 
keharusan yang tidak boleh diabaikan 
dalam sistem peradilan pidana. Dalam 
konteks ini, standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan menjadi kunci 
dalam memastikan bahwa narapidana 
menerima perawatan kesehatan yang 
layak, sesuai dengan norma kesehatan 
dan hak asasi manusia. Pentingnya 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana terkait erat dengan konsep 
rehabilitasi dan resosialisasi dalam sistem 
peradilan pidana. Sebuah sistem 
perawatan kesehatan yang sesuai akan 
membantu narapidana untuk 
memperoleh perawatan medis yang 
diperlukan, mengelola penyakit, dan 
meningkatkan kualitas hidup mereka. 
Dengan demikian, pemenuhan hak ini 
bukan hanya sebuah tanggung jawab 
moral, tetapi juga dapat berdampak 
positif pada reintegrasi narapidana ke 
dalam masyarakat setelah menjalani 
hukuman. Namun, kesimpulan ini juga 
mencatat bahwa seringkali terdapat 
tantangan yang signifikan dalam 
memastikan pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana. Terbatasnya 

sumber daya, overpopulasi di lembaga 
pemasyarakatan, dan peraturan yang 
kaku dapat menghambat akses yang 
memadai ke perawatan medis. Oleh 
karena itu, perlu ada upaya yang serius 
untuk memperbaiki infrastruktur, 
pelatihan tenaga medis, serta peraturan 
yang mendukung pemenuhan hak ini. 
Dalam konteks hukum dan hak asasi 
manusia, artikel ini menyimpulkan bahwa 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana memiliki landasan hukum 
yang kuat. Berbagai instrumen hukum 
internasional dan nasional menegaskan 
hak narapidana untuk menerima 
perawatan kesehatan yang memadai. 
Oleh karena itu, ketika hak-hak ini 
dilanggar, narapidana memiliki dasar 
hukum untuk menuntut pemenuhan hak 
mereka. Dalam kesimpulan akhir, artikel 
ini menegaskan pentingnya 
mengintegrasikan standar pelayanan 
dasar perawatan kesehatan ke dalam 
sistem peradilan pidana. Ini bukan hanya 
sebuah kewajiban moral dan hukum, 
tetapi juga merupakan langkah kunci 
menuju pembentukan sistem peradilan 
pidana yang lebih adil, rehabilitatif, dan 
manusiawi. Pemenuhan hak pelayanan 
kesehatan narapidana bukan hanya 
tentang menyediakan perawatan medis, 
tetapi juga tentang memberikan 
kesempatan bagi narapidana untuk 
memperbaiki hidup mereka dan 
berkontribusi kembali kepada masyarakat 
setelah mereka selesai menjalani 
hukuman mereka. 

 
Implikasi 

Implikasi pertama adalah bahwa 
pemenuhan hak pelayanan kesehatan 
narapidana adalah sebuah tugas moral 
dan hukum yang harus dijunjung tinggi 
oleh sistem peradilan pidana. Narapidana 
tetap merupakan warga negara yang 
memiliki hak dasar untuk mendapatkan 
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perawatan kesehatan yang memadai. 
Oleh karena itu, melihatnya dari 
perspektif standar pelayanan dasar 
perawatan kesehatan, setiap upaya harus 
dilakukan untuk memastikan bahwa 
narapidana mendapatkan perawatan 
yang setara dengan masyarakat di luar 
penjara. Ini mendorong pemahaman 
bahwa hukuman pidana harus menjadi 
pembinaan dan bukan kesempatan untuk 
mengabaikan hak-hak dasar individu. 
Implikasi selanjutnya adalah adanya 
tantangan dalam menjembatani 
kesenjangan antara standar pelayanan 
dasar perawatan kesehatan di dalam 
penjara dan di luar penjara. Lembaga 
pemasyarakatan sering kali menghadapi 
keterbatasan sumber daya, termasuk staf 
medis, obat-obatan, dan fasilitas medis. 
Hal ini bisa berarti bahwa pemenuhan hak 
pelayanan kesehatan narapidana dapat 
menjadi tugas yang sangat sulit. Oleh 
karena itu, diperlukan langkah-langkah 
kreatif dan solusi yang inovatif untuk 
mengatasi kendala ini. Implikasi ketiga 
adalah perlu memperhatikan peran 
penting tenaga medis dan keperawatan 
dalam memberikan perawatan kesehatan 
narapidana. Mereka harus dilengkapi 
dengan pengetahuan dan keterampilan 
yang memadai untuk merawat 
narapidana dengan efektif. Selain itu, 
aspek pelatihan dan pengawasan dari 
otoritas yang berwenang harus diperkuat 
untuk memastikan bahwa perawatan 
kesehatan narapidana memenuhi standar 
yang ditetapkan. Implikasi terakhir adalah 
dari perspektif hukum dan hak asasi 
manusia (HAM). Kegagalan dalam 
memenuhi hak pelayanan kesehatan 
narapidana dapat melibatkan 
pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
HAM. Ini dapat menimbulkan tindakan 
hukum yang melibatkan lembaga 
pemasyarakatan dan pemerintah. Oleh 
karena itu, penting untuk memastikan 

bahwa sistem perawatan kesehatan di 
lembaga pemasyarakatan mematuhi 
prinsip-prinsip hukum dan HAM yang 
berlaku, serta memberikan perlindungan 
yang adil bagi narapidana. 

 
Referensi 
 
Afrizal, R., & Rizki Noor, M. (2023). 

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN 
KESEHATAN YANG LAYAK BAGI 
NARAPIDANA LANJUT USIA DI 
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 
II A PADANG. 6(2). 
https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/
pagaruyuang 

Amabel, R. M., & Subroto, M. (2022). 
PEMBERIAN HAK PELAYANAN 
KESEHATAN BAGI NARAPIDANA 
DALAM KEADAAN OVERCROWDED 
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. 
Jurnal Komunikasi Hukum, 8(2). 
https://ejournal.undiksha.ac.id/inde
x.php/jkh 

Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). UPAYA 
PEMENUHAN HAK PELAYANAN 
KESEHATAN KEPADA NARAPIDANA 
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. 
WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM, 
3(2). http://publishing-
widyagama.ac.id/ejournal-
v2/index.php/yuridika/ 

Fibiyanto, K. N., & Subroto, M. (2021). 
IMPLEMENTASI PELAYANAN 
PEMENUHAN KESEHATAN 
TERHADAP NARAPIDANA LANJUT 
USIA. HUKUM RESPONSIF, 12(2). 
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Res
ponsif 

Herliansyah, A. R. (2020). IMPLEMENTASI 
PEMBERIAN HAK PELAYANAN 
KESEHATAN DAN MAKANAN YANG 
LAYAK BAGI NARAPIDANA. 
NUSANTARA: Jurnal Ilmu 
Pengetahuan Sosial, 7(1), 212–221. 

https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif
http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif


 
Erwin Aditya Putra  Pemenuhan Kesehatan Narapidana 

 

Journal of Correctional Studies  Volume XX, No.XX | 20XX 

XX 

https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2
020.212-221 

Meileni, N., Pemasyarakatan, P. I., 
Politeknik, P. W., & Pemasyarakatan, 
I. (2023). PEMENUHAN PELAYANAN 
KESEHATAN BAGI NARAPIDANA 
PEREMPUAN DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN 
KELAS III MATARAM. JK: Jurnal 
Kesehatan, 1, 562–571. 

Qotrunada, M. F., & Wibowo, P. (2022). 
Optimalisasi Pemenuhani Hak 
Pelayanan Kesehatan Narapidana 
dalam Kondisi Overcrowded di 
Lembagai Pemasyarakatan Kelas IIA 
Kendal. Jurnal Pendidikan Dan 
Konseling, 4(6). 

Saputra, A. P. (2021). EVALUASI 
IMPLEMENTASI PELAYANAN 
KESEHATAN TERHADAP 
NARAPIDANA LANJUT USIA DI RUTAN 
KELAS IIB GRESIK. JUSTITIA : Jurnal 
Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(3). 
https://doi.org/10.31604/justitia.v8i
3 

Siregar, G. H. L., & Subroto, M. (2021). 
ANALISIS PELAYANAN KESEHATAN 
TERHADAP WARGA BINAAN LANSIA 
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. 
Jurnal Gema Keadilan, 8(3). 

STANDAR PELAYANAN DASAR 
PERAWATAN KESEHATAN. (2015). 

Suryadi, A. R., & Anwar, U. (2022). 
OPTIMALISASI PEMBERIAN HAK 
PELAYANANKESEHATAN BAGI 
NARAPIDANA DALAM KEADAAN 
OVERCROWDED DI LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN KELAS I 
SEMARANG. Jurnal Ilmiah Ilmu 
Pendidikan Dan Sosial, 11(2). 
https://ejournal.unibabwi.ac.id/inde
x.php/sosioedukasi/index 

  
 

https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.212-221
https://doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.212-221
https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3
https://doi.org/10.31604/justitia.v8i3
https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index
https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/index

